








Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan 
dari penelitian yang berjudul Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap 
Kebebasan Beragama Dari Perspektif Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 
Peran dan kewajiban polisi dalam menjamin perlindungan kebebasan 
berkeyakinan, beragama, dan beribadah memang tidak diatur secara spesifik. Namun 
ada kesepakatan umum dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang mempunyai beberapa fungsi seperti menjaga keamanan dan 
ketertiban masyarakat yang tentu saja bisa digunakan untuk memberi kerangka pada 
jaminan perlindungan kebebasan berkeyakinan, beragama, dan beribadah di 
Indonesia. Namun Polisi dalam hal ini belum dapat menjalankan tugasnya secara 
maksimal, karena pada saat terjadi pelanggaran kebebasan beribadah polisi cenderung 
tidak menindak lanjuti apabila yang melakukan pelanggaran kaum mayoritas, namun 








1. Kepolisian diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, 
tegas, dan bijaksana supaya masyarakat dalam menjalankan kewajiban dalam 
beragama dan beribadah sesuai haknya dapat saling mentoleransi satu sama 
lain agar tercipta keharmonisan sesuai semboyan Negara Republik Indonesia 
yaitu Bhineka Tunggal Ika. 
2. Polisi diharapkan dapat lebih profesional dalam menjalankan tugasnya, jika 
terjadi peristiwa serupa tidak ada lagi pelanggaran tentang kebebasan 
beragama dan beribadah  di Indonesia. 
3. Polisi diharapkan lebih dapat berkoordinasi dan berkerjasama dengan 
masyarakat dan pemuka agama, agar dapat mengantisipasi dan meminimalisir 
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